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[bookmark: _Toc230017858]A. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul diatas maka lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat dijalan Pengadilan No.8 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan

[bookmark: _Toc230017859]B. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam hal ini, hukum tidak dilihat sebagai perilaku sosial yang polanya tampak di lapangan, melainkan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang utuh. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan nasional, yurisprudensi atau putusan pengadilan, hingga doktrin-doktrin penafsiran dari pakar hukum terkemuka.
Fokus utama penelitian normatif dalam skripsi ini dikonsentrasikan untuk mengkaji, menganalisis, dan membedah keselarasan antara norma hukum positif (Undang-Undang Pemilu) dengan penerapan hukum konkret oleh aparat peradilan. Penulis secara intensif meneliti teks tertulis objektif yang tertuang di dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn guna mengurai polemik pertanggungjawaban pidana jabatan kedinasan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur.






B. [bookmark: _Toc230017860]Sumber Data / Bahan hukum
Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan secara hierarkis ke dalam tiga jenis sumber:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas mutlak karena dikeluarkan oleh lembaga resmi negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 terkait penyertaan delik.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 532, Pasal 551, dan Pasal 554.Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2024/PN Mdn.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN.
1. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi buku-buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah hukum terakreditasi, hasil penelitian hukum terdahulu (skripsi/tesis), draf riset Sentra Gakkumdu, serta artikel berita hukum terpercaya yang membahas kronologi kasus PPK Medan Timur.
2. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), dan ensiklopedia hukum.

D. [bookmark: _Toc230017861]Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif ini dilakukan menggunakan studi dokumen (documentary study) atau studi kepustakaan (library research).Penulis mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta salinan putusan PN Medan. Selanjutnya, dilakukan pencatatan sistematis terhadap fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

E. [bookmark: _Toc230017862]Analisis Bahan Hukum
Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran logika hukum secara deduktif. Metode deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum (berupa teks undang-undang dan teori hukum pidana) menuju ke hal yang bersifat khusus (yaitu penerapan sanksi dan pertimbangan hakim pada kasus konkret PPK Medan Timur). Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis, di mana penulis menjabarkan secara jelas konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, membedah argumentasi hukum hakim tingkat pertama dan banding, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan tugas PPK berdasarkan analisis dokumen yuridis objektif, sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah yang valid untuk menjawab seluruh rumusan masalah.

F. [bookmark: _Toc230017863]Jadwal Penelitian
Berdasarkan surat balasan dari pihak Pengadilan Negeri Medan terhadap surat permintaan penelitian, maka di jadwalkan penelitiannya pada tanggal 8 April 2026.
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